Menimbang :

- Mengingat

BUPATI MAGETAN
EEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

TATA CARA /PROSEDUR PEMERIKSAAN TEKNIS

PENGUIIAN KENDARAAN BERMNOTOR

BUPATI MAGETAN

bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah haaupaten VIagetan Nomor 27
Tahun 2002 tentang Retribuzi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu
menetapkan Tata cara / Prosedur Pemeriksaan Teknis Pengujian Eendaraan
Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan dan Eendaraan Khusus vang
ditetapkan dengan Keputuzan Bupati Magetan.
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Undang-undang Nomor 14 tahun 1992 tentang Laln Lintas dan Angkutan
Jalan (Lembaxan Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambashan Lembaran
Negara Nomor 3480) ;
lﬂdanv-undang “\*vm*r 18 Tshun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribuzi Daerzh (Lembaran I\egma Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3682 ) sebagammana telsh diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 { Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) |
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839)

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 38487,

Peraturan Pemeriniah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 39, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3527} ;

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan
Eendaraan Bermotor di Jalan { Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor &0
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan
Pengemudi ( Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3530},

Eeputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 63 Tahun 1993 tentang
Perzyaratan Ambang Batas Lak Jalan Kendaraan Bemmotor, Kereta
Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan, Serta
Komponen- Komponennya ;

. Keputuzan Menter: Perhubungan Nomor EM. 71 Tahun 1293 tentang

Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor EM. § Tahun 2004 tentang
Pengujian Type Eendaraan Bermotor ;

Keputusan Mentert Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP 35 / MENLH
/10 / 1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Eendaraan Bermotor,
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Menetapkan :
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2. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 tentang

Penyelenggaraan Anghkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum .

. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 28 Tahun 2000 tentang

Susunan Organisasi Dinas Daerah sebacaimana telah diubah dengan

L=

Perda Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2002 .

. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang

Eetribuzi Pengpjian Kendaraan Bermotor.

- Eeputusan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 27 Tahun 2002 tentang
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

MEMUTUSKEAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG TATA CARA /
FROSEDUR PEMERIKSAAN TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN
EERMOTOR.

BAR1
EETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Eeputuzan ini yang dimaksud dengan -

a.

Jonby

h

Daerah adalah Kabupaten Magetan ;

Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Eabupaten Magetan.
Bupati adalah Bupati Magetan |

Dinas adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Magetan.

Eepala Dinaz adaleh Kepala Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Magetan.

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis
Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan dan Pariwisata
Kabupaten Magetan yang mempunyai tugas melaksanakan Pengujian
Kendaraan Bermotor.

Eepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor,

Pejabat yang ditunjuk adalsh Kepala UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor

Penguji atan Pemertksa adalah Pejabat yang ditunjuk menurut peraturan
perundang undangan vang berlakn untuk melaksanakan serangkaian

kegiatan Pemerikzaan Kendaraan Bermotor.

Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan vang berdazarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku wajib dinjikan.

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan
atau memeriksa bagian - bagian kendaraan bermotor, Kereta Gandengan,
Eereta Tempelan dan Kendaraan Khusus dalam rangka pemenuhan
persyaratan teknis dan laik jalan.
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Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan penguiian / penelitian terhadap
bagian — bagian kendaraan guna menentukan nilai teknis.

. Uji Type adalah Pengujian Kendaraan Bermotor Yang dilakukan terhadap

Type Kendaraan Bermotor , Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan
zerta Kendaraan Ehusus, sebelum dibuat dan / atau dirakit dan / atau
diimport zecaramassal.

Uji Mute adalah hasil pemeriksaan dan penelitian terhadap kontruksi
kendaraan yang dilakukan oleh pejabal vang berwenang sesuai dengan
peraturan perundang - undangan vang berlaku.

Uji Berkala adalah pengpjian kendaraan bermotor yang dilakukan secara
berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta 1andengan kereta
tempelan, dan kendaraan khusus.

Ujt Berkala Pertama Kali adalah ujt berkala untuk pertama kali.

Uji Ulang adalah pengujian vlang terhadap kendaraan wapb uji yang
diadakan perbaikan karena tidak lulus uji

Uji Pelanggaran adalah  uji vlang yang dilaknkan terhadap kendaraan
wajtb uji, karena telah melakukan pelanggaran Lalu lintas vang
menvanvkut pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan.

Pemeriksaan Ulang adalah uvji vlang yang dilakukan oleh pengnji lain
karena diterimanya permohonan keberatan.

Buku Uji adalah tanda bukti lulus oji berkala berbentuk buku yang bensi
data dan legitimasi tentang nomor uji kendaraan identifikasi kendaraan
dan permhl\, Uraian data umum kendaraan, data teknis kendaraan, tempat
dan tanggal berakhirnya masa upt berkala.

Tanda Ujt adalah tanda bukti lulus nji berkala berbentuk plat dengan
bentuk dan ukuran tertentu vang berizi data mengenai kode wilayah
pengujian, nomort uji kendaraan dan masa berakhirya ujt berkala.

». Rekomendasi adalah surat keterangan tentang spesifikasi kendaraan untuk

digunakan sebagai pelengkap permohonan uji berkala dan atan Surat
Tanda Nomor Kendaraan { STNEE ).

Ubah Spesifikasi adalah perubahan konstruksi, karosen, sifat, ganti mesm,
dan alih kepemilikan / domisili.

Numpang Uji adalah vyt berkala yang dilakukan dilvar wilayah UPID
Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Magetan dimana kendaraan
tersebut berdomisili karena aktivitas pekerjaan.

Mutast U adalah perpindahan domisili kendaraan bermotor dan wilayah
Kabupaten Magetan ke wilayah Kabupaten / Kota yang lain.
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BABII
UJI BEREALA
Bagian Pertama
PROSEDUR UMUM
Pasal 2

(1) Untuk melaksanakan pengopan / pemeriksaan kendaraan, pemilik /
pemegang / penguasa kendaraan wajib mengajukan permohonan uji kepada
Dinaz / Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

(2) Pemilik / pemegang / pengpasa kendaraan wajib uj1 yang terlambat
mengujikan hingga habiz masa berlakunya uji berkala, pembebazan ujt
berkala dan pemutihan ujt berkala dikenakan denda sesuai dengan ketentuan
yang berlakn.

{3) Pembebasan uji berkala diberlakukan apabila habis masa uji tepat pada han
libur atau hari yang diliburkan vyang ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang.

(4) Pemutihan vy berkala adalah pembebaszan denda terhadap kendaraan wajib
uii yang tidak mengujikan kendaraan tepat pada waktunva, sedangkan batas
waktu pelaksanaan pemutihan ditetapkan oleh Bupati atau Kepala Dinas

Pasal 3

(1) Pengujian / pemerikzaan kendaraan dilakukan pada UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor dengan menggunakan peralatan mekanis dan / atau
secara manual dengan jenis pemeriksaan sebagaimana tercantum pada
Lampiran I Keputuzan int.

{2) Pengppan / pemeriksaan kendaraan hanya dapat / boleh dilaknkan oleh
petugas yang memiliki Kwalifikasi teknis tertentu dan ditunjuk oleh Bupati.

{3) Pengppian / pemenksaan kendaraan yang dilaknkan oleh petugas
sebagaimana tersebut pada ayat ( 1 ) diatas meliputi
a. Pemeriksaan terhadap kelengkapan persyaratan administrasi |
b. Pemerikzaan terhadap kondisi tekniz, peralatan dan perlengkapan
kendaraan |
c. Penyelesaian administrast pengujian |

{4) Pemeriksaan sebagamana terzebut pada ayat ( 3 ) diatas harns berpedoman
pada ketentuan pemndang undangan vang berlakn mengenai persyaratan
teknis dan laik jalan.

Pasal 4

Penetapan hasil up yang dilakukan oleh penguyi, didasarkan pada evaluasi haul
pemeriksaan sebagaimana tersebut pada paszal 3 Eeputuszan ini dengan ketentnan
hasil sebagaimana pada Lampiran IT Keputusan ini.

Pasal 5

(1) Bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus up, penguu wajib
memberitahukan secara terfuliz kepada pemilik / pemegang / penguasza
kendaraan yang bersangkutan tentang :

a. Perbaikan perbatkan kendaraan yang harus dilakukan ;
b. Waktu dan tempat pengujian ulang |
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(1)

(1)

(1)

Pemilik / Pemegang / Penguasa kendaraan yang melakukan ujt nlang tepat
pada waktu dan tempat yvang telah ditentukan, tidak diperlakukan sebagai
pemohon baru dan tidak dipungut biaya pendaftaran.

Pemilik / Pemegang / Penguasa kendaraan yang melakukan upt vlang tidak
tepat pada waktu dan tempat vang telah ditentukan, diperlakukan sebagai
pemohon baru dan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

Apabila pemilik / pemegang/ pengpasa kendaraan tidak menyetujui
kepufuzan penguji sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat ( 1 ) Keputuszan
ini, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Kepala Dinas /
pejabat yang ditunjuk.

Pengajuan keberatan sebagaimana terzebut pada ayat ( 1 ) diatas, harus
diajukan segera setelah pemberitahuan sebagaimana tersebut pada pasal 5
ayat ( 1 }keputuﬂan .

Apabila pernyataan keberatan tidak diajukan pada zaat sebagaimana
tersebut ayat ( 2 ) diatas, maka hak pemilik / pemegang / penguasa
kendaraan untuk mengajukan keberatan menjadi gugur.

Pasal 7

Eepala Dinas atan pejabat yang difunjuk setelah menerima pengajuan
permohonan keberatan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat ( 1 )
Leputuéan in1, segera meminta penjelasan dari penguji vang bersangkutan,
dan dalam _|anc'ka waktn palmc' fama 2 ( dua ) jam, membmkan 1awaban
secara ferfuliz kepada pemilik / pemegang / penguasa kendaraan mengenai
diterima atau tidaknya permohonan tersebut.

Apabila permohonan diterima, Kepala Dinas atan Pejabat yang ditunjuk
zegera memerintahkan kepada penguji lannva untuk  melakuokan
pemeriksaan ulang

Apabila permohonan keberatan ditolak atau setelah dilakukan pemeriksaan
ulang zebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) diatas, tetap dinyatakan tidak
lulus ujt, maka pemilik / pemegang / pengunasa kendaraan tidak dapat lagi
mengajukan permchonan keberatan.

Bagian Kedua
UJI BEREALA PERTAMA KAILL
FPasal 8

Kendaraan bermotor wajib uj1 yang tipenya telah memperoleh sertifikat ujt
tipe, sertifikat registrasi uji tipe, dan tanda lulus oji tipe dibebaskan dari
kewajiban uji berkala pertama kali selama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak
diterbitkan Surat Tands Nomor Kendaraan Bermotor { STNEE ) untuk
yang pertama kali.

Kendaraan bermotor wajib nji yang dibebaskan dani kewajiban uji tipe,
wajib memperoleh pengezahan rancang bangun dan rekayasza dari Direktur
Jendral Perhubungan Darat.

Eendaraan bermotor wajib uji yang memperoleh pengesahan sebagaimana
terzebut pada ayat { 2 ) diberikan Surat Keterangan Hazil Pemeriksaan Mutn
{ SKHPM ) dart Dinas Perhubungan Propinsi atau Instansi yang berwenang
tempat kendaraan tersebut dirakit / dibuat / dumport pada zettap unit
kendaraan.



4)

(3)

(1)

(1

(2)

€}

(4)

Bagi jenis Kendaraan wajib uji yang telah memperoleh sertifikat registrasi
Uji Tipe atau Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu. ( SKHPM )
sebelum melaksanakan uji berkala yang pertama kali harus mendapat
rekomendast dari Kepala Dinas atan pejabat yang ditunjuk.

Setiap kendaraan yang telah memperoleh Surat Keterangan Hasil
Pemeriksaan Mutu dan rekomendasi sebagaimana tersebut pada ayat ( 2 )
dan ayat ( 4 ), divwajibkan uji berkala sebelum kendaraan yang bersangkutan
digunakan di jalan dan didaftarkan uniuk memperoleh Surat Keterangan
Tanda Nomor Kendaraan Bermotor { STNKE ), Tanda Nomor Kendaraan
Bermotor { TNEB ) dan Buku Pemilik Eendaraan Bermotor ( BPFKR ).

Pasal &

Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala bagi kendarsan yang
dibebaskan dari kewajiban uji berkala pertama kali sebagaimana terzebut
pada pazal 8 ayat ( 1 ) Keputusan ini, selambat lambatnya satu bulan
sebelum masa pembebasan uji berkalanya berakhir.

Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala bagi kendaraan yang
dibebaskan dari kewajiban uji tipe sebagaimana tersebut pada pasal £ ayat
( 2 ) Eeputusan ini, selambat lambatnya zatu bulan setelah diterbitkan
rekomendazi.

Bagian Ketiga
UJI BERKALA LANJUTAN
Pasal 10

Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala vntuk yang kedsa dan
selanjutnya, selambat lambatnya satu bulan sebelum tanggal berakhirnya
masa ujt berkala.

Kendaraan wajib nji yang tidak dapat melaksanakan nji tepat pada
waktunya karena alasan tertentu dibebaskan dari ketentuan sebagaimana
tersebut pada pasal 2 ayat ( 2 ) Keputusan ini.

Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat ( 2 ) diatas, hanya berlakn bagi
yang melapor secara tertuliz dengan menyebutkan alasan alasannya pada
UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dan melunasi biaya yang diwajibkan
berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pengajuan pendaftaran permohonan uji berkala bagi kendaraan yang mutasi
masuk selambat — lambatnya 1 (satu) bulan setelah diterbitkan Surat Tanda
Nomor Kendaraan Bermotor { STNKER ).

Passl 11

Kendaraan wajib uji yang tanda bukti lulus uji berkala hilang / rusak dapat diberi
penggantian setelah memenuhi ketentuan yang berlaku.

Bagian Keempat
UJI ULANG
Pasal 12

Apabila dalam pengujian ulang tetap dinyatakan tidak Iulus, Pemilik / pemegang /
penguasa kendaraan tidak diberi kesempatan uji ulang lagi dan untuk pengujian
berikutnya diperlakukan sebagai pemohon baru.
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Bagian kelima
UJI PELANGGARAN
Pasal 13

Bagt kendaraan yang melaknkan pelanggaran Laly lintaz  yang menyangkut
pemenuhan persyaratan tekniz dan laik jalan di wilayah Kabupaten Magetan,
Wajib melaksanakan vji pelanggaran pada Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan
Bermotor Kabupaten Magetan.

Pasal 14

Kendaraan yang diuji pada Dinas / UPTD Pengujian Esndaraan Bermotor, karena
melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Keputusan ini,
bilamana masa ujinya telah berakhir waijib pula melaksanakan uji berkala sesuai
domisili kendaraan tersebut.

Pasal 15

(1) Penetapan masa uji pelanggaran menernskan siza masa uji yang masih
berlaku.

{2) Bagi Eendaraan pji yang melaksanakan pelanggaran yang berdomisili
diluar wilayah Kabupaten Magetan dan masa ujinya telah habis, penetapan
hasil yjinya hanya diberikan kesempatan untuk meneruskan perjalanan ke
unit Pelaksana Upr dimana kendaraan tersebut berdomisili, paling lama 7
(tujuh) hani

Pasal 16

Tata cara, persyaratan dan prosedur uji pertama, uji berkala dan uji pelanggaran
serta pengrantian tanda bukti lulus uji hilang atau rusak berpedoman pada
lampiran 11T Keputusan ini.
BABIII
REKOMENDASI, MUTASI DAN NUMPANG Ul
Bagian Pertama
REEOMENDASI
Pasal 17
Rekomendasi Mutasi Uji, Nompang Uji, Uji Pertama, Alih kepemilikan dan
domisili dalam wilayah Kabupaten Magetan untuk kendaraan bermotor wajib uji
diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
Bagian Kedua
MUTASI
Pasal 18
(1) Svrat Mutasi diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Surat Mutasi dapat diberikan setelah melunasi semva biaya yang diwajibkan
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

7




Bagian Ketiga
NUMPANG UJI

Pasal 18

(1) Suvrat Numpang Uji diberikan oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk.

{2} Surat Nompang Uji dapat diberikan setelah melunasi biaya yang diwajibkan
berdasarkan ketentuan vang berlaku.

Pasal 28

Tata cara dan persyaratan mendapatkan rekomendasi, Mutasi serta Numpang Ups

Kendaraan, berpedoman pada lampiran IV, V, dan VI Keputusan ini.
BABIV
REPARASI DAN PENGHAPUSAN
BEagian Pertama
EEPARASI
Pasal 21

(1) Sorat Ketemngan Penelitian Hasil Reparasi Kendaraan Milik Negara
diberikan oleh Kepala Dinac atau Pejabat vang ditunjuk.

{2} Sovrat Keferangan Rencana Bagian Kendaraan Milik Negara yang patut
direparasi diberikan oleh Kepala Dinas atau Pejabat vang ditunjuk.

Bagian Kedua
PENGHAPUSAN
Pasal 22

(1) Hasil pemeriksaan dan penelitian teknis kendaraan diberikan oleh Kepala
Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

(2) Laporan pemeriksaan teknis kendaraan yang akan dihapus, dilakukan oleh
Penguji / pemertksa dan diketahui Eepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.

Fazal 13

Persyaratan dan Tata cara pelaksanaan reparasi dan penghapusan Kendaraan
Milik Negara berpedoman pada lampiran VI Keputusan ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Fasal 24

Lampiran Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
ini.




Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputnzan ini akan diatur lebth lanjut oleh

Bupati.
Pasal 26
Hal-hal tekniz yang belnm diatur dalam Keputusan ini akan ditetapkan lebih

127
2’

tanjut oleh Kepala Dinas
Pasa

EKeputozan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
mengetahuinya, memerintahkan pengondangan

sefiap orang

Agar g dapat
keputusan ini dengan penempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
padatanzgal 29 Oktober 2004

ttd

H SATFH MULJONO

’
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
53

Tanggal 29-1@ahun 2004 Nomor
SEERETARIS DAERAH KABUPATEN
N B

ttd
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LAMPIEANT : EEPUTUSAN BUPATIMAGETAN
NOMOE - 47 TAHUN 2004
TANGGAL - 29 Oktober 2004

JENIS PEMERIKSAAN EKENDARAAN BEEMOTOR DENGAN FPERAIATAN
MFEEANISDAN/ATAUMANUAL

A. MEKANIS
I PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

1. Pemeriksaan & lapangan up
a. Pemerikzaan keberzthan dan baiknya kendaraan |
b. Pemeriksaan identitas kendaraan :
1). Cocokan nomor nji ;
2). Cocokan nomor rangka ;
3). Cocokan nomor mesin |
¢. Pemertksaan Lampn - lampu
1} Lampu ntama
2). Lampu posist |
3). Lampu petonjuk arah ;
. 4} Lampu isyarat peringatan bahaya |
3). Lampu rem ;
§). Lampu tanda nomor
7). Lampu mundur ;
8). Pemantul cahaya ;
9). Lampu tanda bmas bagi kendaraan yang lebarnya melebihi 2100 mm
d. Pemeriksaan komponen pendukung
1}, Pengukur kecepatan |
2). Kaca spion |
3} Penghapus kaca ;
4. Klak=zon
5). Sabuk kezelamatan |
§). Sepak bor |
7). Bumper
Pemeriksaan peralatan |
Pemeriksaan perlengkapan |
. Pemeriksaan badan kendaraan ;
. 1) Dimensi;
2). Bentuk ;
3). Kondizi
4). Perizat kolong bagi yang wajb |
51 Kaca—kaca;
h. Pemeriksaan ukuran dan tekanan ban;
i. Pemeriksaan alat perangkai untok penarik kereta gandengan / tempelan.

ga o

2. Pemeriksaan & Gedung Pengujian ;

a. Pemeriksaan gas buang |

b. Pemeriksaan di Jembatan Uyt ;
1). Sambungan siztem kemudi ;
2}). Eomponen sistem suspensi |
3). Eomponen saluran sistem rem |
4). Rangka:
5). Komponen penerus daya,
8). Pengikat bodi mesin_ dan penerus daya |
7). Saloran gas buang |
8). Saluran bahan baker ;
9). Kebocoran — kebocoran minyak pelumas
10)Unjuk kerja rem parker |




c. Pemimbangan kendaraan |
d  Pemerikzaan efiziensirem |
e. Pemeriksaan lampu utama;

H. PENGUJIAN KERETA GANDENGAN / TEMPELAN

1. Pemeriksaan di lapangan ujpi
a.  Pemerikzaan kebersihan dan batknya kendaraan ;
b. Pemeriksaan identitas kendaraan :
1). Cocokan nomor nj ;
2). Cocokan nomor rangka;
¢. Pemeriksaan Lampu —lampu
1). Lampu posist
2). Lampu petunjuk arah |
3). Lampu 1syarat peringatan bahaya ;
4). Lampu rem ;
5). Lampu mundur |
6). Lampu tanda nomor |
7). Lampu tanda batas bagi kendaraan vang lebarnya melebihi 2100 mm
8). Pemantul cahaya |
d. Pemeriksaan komponen pendukung
1). Sepak bor ;
. 1}. Plat belakang berwarna putih koning vang dapat memantulkan cahaya
Pemeriksaan peralatan |
Pemerikzaan badan kendaraan ;
. 1) Dimensi;
2). Bentuk ;
3. Eondisi
4). Perizat kolong bagi yang wajib |
Pemerikszaan vkuran dan tekanan ban;
Pemeriksaan meja putar |
Pemeriksaan komponen sistem suspensi |
Pemeriksaan komponen saluran sistim rem |
Pemeriksaan rangka ;
Pemeriksaan pengikat bodi ;
. Pemeriksaan alat perangkai untuk kereta gandengan / tempelan |
Pemeriksaan kaki — kaki penopang untuk kereta tempelan ;
Pemeriksaan twist lock untok angkutan peti kemas |

beby T

S e e

. 2. Pemeriksaan nnjuk keaja rem ;
a. Pemeriksaan rem utama ;
b. Pemerikzaan rem parkir ;

B. MANUAL.

1. Pemeriksaan di lapangan upi
a.. Pemerikzaan kebersihan dan batknya kendaraan |
b. Pemeriksaan identitas kendaraan -
1). Cocokan nomorujt ;
2). Cocokan nomor rangka;
3). Cocokan nomor mesn ;
¢. Pemeriksaan Lampu - lampn
1). Lampu utama ;
2). Lampu posist
3). Lampu petunjuk arah ; .
4). Lampu isyarat peringatan bahaya;
5). Lampu rem
6). Lampu tanda nomor |
7). Lampu mundur |
8). Pemantul cahaya |
9). Lampu tanda batas bagt kendaraan yang lebarnya melebihi 2100 mm
11




d. Pemerikzaan komponen pendukung
, 1). Pengukuor kecepatan ;
2). Kaca spion |
3) Penghapus kaca ;
4). Elakson ;
5}. Sabuk keselamatan |
6). Sepak bor |
7). Bumper ;
Pemerikzaan peralatan |
Pemerikzaan perlengkapan |
Pemeriksaan badan kendaraan |
1).. Dimenss ;
2). Bentuk .
3). Eondisi
4). Perizai kolong bagi yang wajib |
5). Kaca - kaca
h. Pemerikeaan ukuran dan tekanan ban;
Pemerikzaan alat perangkai untuk penarik kereta gandengan / fempelan.

e

bk«
'

2. Pemeriksaan di Jembatan uji ;

Pemeriksaan sambungan sistem kemudi ;
Pemeriksaan komponen sistem suspenst |
Pemeriksaan komponen sainran sistim rem |
Pemeriksaan rangka

Pemerikzaan komponen sistem penerus daya;
Pemeriksaan pengikat bodi, mesin, dan penerus daya ;
Pemeriksaan zaluran gas buang |

Pemerikzaan saluran bahan baker |

Pemeriksaan kebocoran — kebocoran minyak pelumas |
Pemeriksaan unjuk kerjarem parker |

Mo TG Mh o 0 O @

BUPATI MAGETAN
~_

H. SATFH Mu.

-,
Bt




PENETAPAN HASIL U REMERIKSAAN /

LAMPIRANT : EEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

<2l

- 47 TAHUN 2004
29 Oktober 2004

PENGUIIAN KENDARAAN BERMO

PENETAPAN HASIL UJL:

a.

Ipls 15i; = - _ | )
1). Membayar Waya administrasi penefaapan lulus uji ;

7). Penetapan {penzecekan dava aﬁgr{m .

Penulizan /engecekan buku uji dan kartu pemeriksaan
4). Bengetokamomor uji untuk kendaraan bam

5). Pengetokatanda uji ;

&), Pengecatatanda samping ;

7‘} Pemberiananda uji ;

8). Penyerahebuku uji ;

"! ‘

Tidak lnlusa;

1}, Memben h pernyataan tidak fulus uji (Mod
3. Menerimemmohonan keberatan |

1y Membertwaban keberatan (’-\Iode; TL -02):

_ Pemerikm vlang bila permohonan keberatan di terima (kembali ke evaluaz dan
penetapaasil) |

,»
-'1‘-
e
l'j
oy
I-ﬁ

3). Membern keaempatzm untok melakukan perbuﬁ\m bila permohonan di tolak atan
hasil periksaan ulang tetap dinyatakan tidak lulus (Model TL - 01 ;

BUPATI MAGETAN
ttd
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LAMPIRAN I : EEPUTUSAN BUPATIMAGETAN
NOMOR 47 TAHUN 2004
TANGGAL  :29 Oktober 2004

TATA CAERA, PEESYARATAN DAN PROSEDUR, UJI BEREALA, UJI ULANG, LAPOR
EENDARAAN RUSAK DAN PENGCANTIAN TANDA BUETI LULUS TJL

1. UJIBERKALA

A KENDARAAN VANG DIBEEASKAN UJI BERKALA PERTAMA KALL

Ketentuan ;

- PP 44/71993 / Pazal 151

- KM 71/1993 Pagal 27, Pazal 28 Ayat (1), Pasal 29.
- Perda 27/2002 Pazal 17 Ayat (2)

Peysyaratan :

Sertifikat registrasi uji tipe.

Tanda lulus uji di pasang permanen di bagian depan dan belakang.

Tanda pengenal pabrik pembuat terpasang secara permanent.

Tidak mengalami perubahan rancang bangun dan rekayasa.

Masa bebas ujt ditentukan & (enam ) bulan sejak diterbitkan STNKE yang pertama kali.

L e b

B. UJI BERKALA PERTAMA KALT

Ketentuan :

- UU 14 /1992 Pa=al 13.

- PP 4471993 Pazal 148

- EM 71/1993 Pazal 33 Ayat (2)

- Perda 27 /2002 Pazal 17 Avat (2)

"t

e¥Syarakamn
1. Melengkapi Formulir permohonan uji
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas.
3. Bukti pembayaran nji berkala.
4. Foto copy jatidiri afau surat kepemilikan Badan Usaha/ Instansi.
3. Foto copy STNKE atau tanda pelunasan pajak.
6. Gesekan nomor rangka / nomor mesin.
7. Surat pennnjukan / tugas untuk kendaraan milik badan usaha / instansi.
8. Suvrat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji
kendaraan dilaknkan oleh bukan pemilik.

Mengisi formulir permohonan uji.
Memba*, ar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.
Mendaftarkan onink mendapat menstapkan wakin pelaksanaan pengujian dengan
melampirkan persyaratan vang ditentukan.
4. Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
3. Melaporkan kepada Petugas pelayanan uj1.
8. Mengikuts tata cara pengujian kendaraan bermotor
7. Mendapatkan penetapan hasil uji.
8. Bagiyang lnlus uji :
a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji, tanda samping dan
buku uji ;
b. Pemberian nomor uji
¢. Pemberian tanda samping |
14




C

d. Pengecatan fanda — tanda yang diwapibkan bagi kendaraan angkptan penumpang

‘ HIMm |

e. Pemasangan tanda uji ;

f Mendapatkan buku i

9. PBagi vang tidak lulns uji

Diber1 surat pernyataan tidak lulus vji (Model TL - 01)

a Ba,.c_rl yang menyefujui keputuzan penguji
Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling iama 2 kali 24 jam (tidak
termasuk hari libor pelayanan nj);

*  Membawa kendaraan untuk vji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan

dan tidak diperlakukan sebagal permohonan baru |

b. Bagi vang tidak menyetujui
*  Dapat mengajukan keberatan dengan permohona secara terfuliz kepada Kepala
Dinas atau Pejabat yang ditunjuk ;
* Kepala Dinas atan Pejabat yang ditunjuk membert jawaban secara tertulis
(Model TL-02).
- Apabila pemohon keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan uvlang oleh
Penguji lan yang ditunjuk ;
- Apabila pemohon keberatan ditolak atau h:zul pemerikzaan ulang tetap
dinyatakan tidak lplus, pemilik / pemegang / penguasa kendaraan tidak
dapat lagi mengajukan keberatan ;

UH BERKAILA KEDUA ATAU BERIKUTNYA

Keteninan :

- UUNo. 14 /1992 Paszal 13 ;

- PP 44 /1993 Pasal 148, 158, dan 139,

- KM 71/1993 Pasal 35 Ayat (4) Pazal 38
- Perda 27 /2002 Pazal 17 &3 at (2}

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan uji

2. Foto copy STNEE atau tanda pelunazan pajak

3. Foto copy bukn upi

4 Foto copy jati diri afau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instanzi.

3. (Gesekan Nomor Rangka / Nomor Mesin / Nomor Upt

6. Buokti pembayaran uj1.

7. Sorat penunjukan / tugas untuk kendaraan milik Badan Usaha / Instansi.

8. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan, {tka pengurusan uoji

kendaraan dilakukan oleh bukan pemihk.

Untok kendaraan yang mengalami uvbah =ifat dan spesifikasi dilengkapi dengan
rekomendasi dan Kepala Dinas.

10 Surat keterangan kendaraan rusak (Model LR - 01) bila ada.

Prosedns :

Mengizi formulir permohonan uji.

Membayar biaya pendaftaran dan biayva tambahan bila ada

Mendaftarkan untuk mendapat penetapan waktu pelakzanaan pengojian dengan

melampirkan persyaratan vang ditentukan

Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendarzsan Bermotor.

Melapor kepada petugas pelayanan nji dan penyerahan bukn uji

Mengikuti tata cara pengujian kendaraan bermotor

Mendapatkan penetapan hasil uji

Bagi yang lnlus uji

a. Membayar biaya administrasi penstapan lulus uji, tanda uji, tanda samping dan
buku uyi (bila perlu) -

b. Pemberian tanda samping

L]
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C.

d.

e.

Pengecatan tanda — tanda yang diwajibkan bagi kendaraan angkotan pennmpang
umum.

Pemazangan tanda ujt

Mendapat buku wji

9  Bagi vang tidak lnlus oy :
Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL - 01)

a

b.

Bagi yang menyefujni keputuzan pengniji
*  Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam (tidak
termasuk hant libur pelayanan nji) |
Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan
dan tidak diperlakukan sebagat permohonan baru |
Bagi yang tidak menyetujui keputusan pengoj
*  Dapd mengajukan keberatan dengan permohona secara tertulis kepada Kepala
Dinas atau Pejabat yang ditunjuk.
* Kepala Dinaz atan Pe;abat yvang ditunjuk memben jawaban zecara tertuliz
{(Model TL-02):
- Apabila permohonan keberatan ditenima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh
Penguji lain yang ditunjuk ;
- Apabila permohonan keberatan ditolak atan haﬂil pemeriksaan ulang tetap
dinyatakan tidak lulus, pemilk / pemegang / penguaza kendaraan tidak
dapat lagi mengajukan keberatan ;

*

II. Ul ULANG

A, PENGUJIAN ULANG KARENA TIDAK LULUS U1

Ketentuan ;

- PP 4471993 Pazal 138, 159
- Perda 27/2002 Pazal 20 21

Persyaratan :
Surat pernyataan tidak lulus uji ( Model TL - 01)

Prosedur :

1. Melaporkan kepada petugas pelayanan Uji dan meyerahkan peryataan tidak lulus Ujt
(Model TL - 01)

2. Mengikut: tata cara pengujian kendaraan bermotor terhadap kekvrangan tehnis yang
diperintahkan untuk diperbaiki.

3. Bagivang lulus uji:

a.
b.
C.

d

e,

Membayar biaya administrasi lulos vy1 ;

Pemberian tanda samping. |

Pengecatan tanda — tanda vang diwajibkan bagi kendaraan angkutan penumpang
nmuom.

Pemasangan tanda up

Mendapatkan tanda uji ;

4. Bagi yang tidak lnlus nji
Tidak diber: lagi Sorat pernyataan tidak lulus uji dan pada pengnjian berikutnya
diperlakukan sebagai pemohon baru.

B. UH PELANGGARAN

Reteninan :

- PP42/1993 Pazal 21 Ayat (2)
- Perda 27/2002 Pasal 22

Persparatan :

1. Sorat perintah uji ulang

1. Melengkapi formulir pemohonan uji
3. Bukti pembayaran uji




Prosedus :
Mengisi formulir permohonan ujt
Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.
Mendaftarkan untuk mendapatkan waktn pelaksanaan pengnjian dengan melampirkan
persyaratan yang ditentukan.
Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
Melaporkan kepada petngas pelayanan up.
Mengikuti tata cara pengujian kendaraan bermotor
Penetapan hasil uji, bila masa uvji habis untuk kendaraan diluar UPTD Pengujian
Kendaraan Bermotor, penetapan hasil np1 ditulis dihalaman CATATAN.
8. Bagivang lnlus uji:
a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji dan tanda samping |
b. Pemazangan tandauj
c. Mendapatkan buku uji |
9 Bagi yang tidak lulos uji ¢
Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL - 01)
a  Bagi yang menyefujui keputusan penguji
* Diberikesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 kali 24 jam (tidak
termasuk han hibur pelayanan np1) ;
*  Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan
dan tidak diperlakukan sebaga pemohon baru |
b. Bavx yang tidak menyetuju1 Lepumaan penguii
Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan zecara tertulis kepada Kepala
Dinas atau pejabat yang ditunjuk.
* Eepala Dinas atan pejabat yang ditunjpk memberi jawaban secara tertulis
(Madel TL -02):
Apabila permohonan keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh
penguji lain yang ditunjok |
- Apabila permohonan keberatan ditolak atau hazil pemeriksaan vlang tetap
dinyatakan tidak luluz, pemilik / pemegang pengnasa kendaraan tidak dapat
lagi mengajukan keberatan |

OIS -

1o o

HILIAPORAN KENDARAAN RUSAK

Refeniuan :
- PP 44/ 1993 Pazal 160 huruf ()
- Perda 27 /2002 Pasal 17 Ayat (4)

Persyaraian :

Melengkapi formulir permohonan

Buku uy1 asli / sertifikat register uj1 type asli -

Foto copy STNKB atau tanda pelunasan pajak

Bukti pembayaran tambahan bila ada

Pernyataan rsak dari pemilik dan lama waktu perbaikan.

W B b b

Prosedus :

Mengizi formulir permohonan

Membayar tambahan biaya bilaada

Menyerahkan permochonan dengan melampwkan persyaratan yang ditentnkan kepada
petugas yang ditunjuk.

Mendapatkan surat keterangan lapor ruzak ( Model LR - 01 )

Lol ol ot

IV.PENGGANTIAN TANDA BUKTI LULUS UJI

Keteninan :

- PP 44 /1993 Pazal 162

- EM 71/1%93 Pasal 37

- Perda 27 /2002 Pazal 9 Ayat (1), huruff dan g, dan ayat (2) huruf'b dan ¢

17
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BUKU UMM HHANG ATAU RUSAK

Persyaratan :

Melengkapt formulir permohonan

Eeterangan laporan kehilangan dari POLRI (bila bukn ujt hilang)
Bukuy i1 yang rusak (bila bukunya rusak)

Bukti pembayaran biava penggantian buku uji karena hilang / ruzak
Membeli buku vji baru

Foto copy jatt dirt

L T I I Sl

Prosedur :

Mengizi formuliz permohonan

Membayar biaya pengganti bukn uji

Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada
petugas yang ditunjuk.

4. Mendapatkan buku uj1 baru vang telah diisi data kendaraan.

b [osal ponde

TANDA U HILANGATAU RUSAK

Pevsyaratan :

Melengkapi formulir permohonan

Eeterangan laporan kehilangan dari POLRI (bila tanda uii hilang)
Tanda uji yang ruzak (bila tanda uji rusak)

Bukti pembayaran biaya penggantian tanda uji karena hilang / rusak
Foto copy buku uji

Foto copy jat1 dir

G L e L 1D e

Prosedny :

Mengisi formuliz permohonan

Membayar biaya penggantian tanda uji

Menyerahkan permohonan dengan melampwkan persyaratan vang ditentukan kepada

petugas vang ditunjuk.

4. Mendatangkan kendaraan ke Dinas /
telah berisi data

e

i

18

UPTD PEE untuk mendapatkan tanda uji yan

o
=
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LAMPIRANTV : EKEPUTUSAN BUPATIMAGETAN
NOMOR : 47 TAHUN 2004
TANGGAL 29 Oktober 2004

PERSYARATAN DAN PROSEDUR UNTUK MENDAPATEAN REKOMENDAS]

L

IL.

UJI BERKATA PERTAMA EAIL

KReteninan :

PP 44 / 1993 Pasal 157

EM 71 /1993 Pasal 33

Naskah kerja sama SAMSAT

No. 970 /3609 /045 / 1997

No. POL. JUKLAK /06 /1IV /1997
No. KEP.02/JR/IV /1997

Peysyaratan :

A 10 1 e

LM

Melengkapi formulir permohonan

Melampirkan sertifikat registrast nji tipe atau surat keterangan hasil pemeriksaan mutu.
Foto copy jat dir1/ keteran;zan kepemilikan Badan Usaha/ Instansi

Untuk angkutan penumpang harus mendapatkan persetujuan  dari pejabat  yang
berkompeten

Foto copy faktur atau BPEP atau risalah lelang.

FProsedus :

1

2

Lad

Mengisi formulir permohonan

}. Menyerahkan permohonan dengan melengkapt persyaratan yang ditentukan kepada

petngas vang ditunjuk.
Mendapatkan rekomendasi (Model REE - 01)

UBAH SPESIFIKASI

Reteniugn

UU No. 14 /1992 (Penjelazan) Pasal 12

PP 44 / 1993 Pasal 144, Pazal 160 huruf (c)

EM 71 tahon 1993 Pazal 37 Ayat (2)
{azkah kerja sama SAMSAT '

No. 970 /3609 /045 7 1997

Mo POL. JUKLAK /06 /1IV /1997

No. KEP02 /JR /IV /1997

PERUBAHAN KONTRUKSI :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan
2. Melampirkan sertifikat registrast uji tipe atay surat keterangan hasil pemeriksaan mutu,
atau surat keterangan bengkel.

Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha afau Instansi

Untuk angkutan penumpang umum yang mengalami perubahan daya angkut harus
mendapatkan persetujnan dari pejabat yang berkompeten.

Foto copy faktur atau BPKB atan STNK atau foto copy Buku Ujpi

Risalah lelang bagi kendaraan yang dilelang.

Prosednr :
1. Mengizi formulir permohonan
2. Menyerahkan permohonan dengan melampwkan persyaratan vang ditentukan kepada
petugas loket yang ditunjuk.
Mendapatkan rekomendasi (Model REK - 01)
1G

o
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B.

PERUBAHAN KAROSERI :

Persyaratan :

1. Melengkapi formulir permohonan.

2. Melampirkan zertifikat registrast nji tipe atan surat keterangan hasil pemeriksaan Mot
atau Surat keterangan bengkel.

3. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha afau Instansi.

4. Untuk angkutan penumpang umum yang mengalami perubahan daya angkut harus

mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berkompeten.

Rizalah lelang bagi kendaraan yang dilelang.

Foto copy faktur atau BPKB atan STNK atan foto copy buku uji.

@

Prosedus :

1. Mengisi formulir permohonan.

2. Menyerahkan formulyr permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan
kepada petngas loket yang ditunuk.

3 Mendapatkan rekomendasi (Model RER-01).

UBAH SIFAT :

Persyaratan :
1. Melengkapi formulir permohonan.

2. Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha/ Instanst.

3. Tanda bukt: pembayaran i:na*, a keterlambatan vji bila ada.

4  Untuk angkutan penumpang haru: mendapatkan surat keterangan dari pejabat yang
berkompeten.

Prosedur :

1. Mengist formulir permohonan.
2. Menyerahkan permohonan dengan melampwkan persyaratan yang ditentukan kepada
petugas loket yang ditunjuk.

Mendapatkan rekomendasi (Model REE-01).

L

GANTI MESIN :

E.

Persyaratan :

Melengkapi formulir permohonan.

Untuk Mesin baru melampirkan invorpas.

Foto copy tanda bukt1 kepemilikan.

Foto copy jatt diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha atau Instanst.
Foto copy buku uji atau BPKB atau STNKB.

Gesekaan nomor mesin bay (Mesin pengganti)

R

. Mengizi formulir permohonan.

. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada
petugas loket yang ditunpk.
Mendapatkan rekomendasi (Model REE-01).

Prosedur
1
2

Lad

ALTH EEPEMILIKAN / DOMISIL] :

Keientuan

- PP 44/1993 Pazal 160

- EM 71/1993 Pasal 37 Ayat (2)
- Perda 27 /1991 Pasal 24 poin d




Peysyaratan

Melengkapi formulir permohonan.

Foto copy fiskal / STNEB

Foto copy jati diri / keterangan kepemilikan Badan Usaha/ Instans

Foto copy buku uijt

Surat mutasi dari pengujian Kota / Kabupaten asal kendaraan (Model MT5 - 01)

L J--t [FN I S

Prosedur :

1. Mengisi formulir permohonan.

2. Menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan kepada
petugas lokef yang ditunjnk.

3 Mendapatkan rekomendasi (Model REE-01).

BUPATI MAGETAN
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LAMPIRANV : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 47 TAHUN 2004
TANGGAL 29 Oktober 2004

PERSYARATAN DAN PROSEDUR MUTASI

Ketentuan
PP 44 / 1993 Pasal 160 (d)
Perda 27 /2002 Pasal 24, Pasal 9 ayat 1 hurufh

MUTASI KELUAR

Ii.

Persyaratan :

Melengkapi formulir permohonan.

Foto copy buku uji.

Foto copy Fiskal atau STNKB / BPKE beridentitas baru / tanda pelunasan pajak

Bukti pembayaran yang diperlukan.

Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi

Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan Badan Usaha / Instansi

Surat kuasa yang bermaferai cokup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji
kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Proseduy :

e 1 e

Lt

Mengisi formulir permohonan Uji

membayar biayamutasi keluar dan biaya tambahan bila ada.

Menyerahkan permohonan dengan melam pirkan persyaratan yang ditentukan kepada
petugas loket vang ditunjuk.

Mendapat surat keterangan mutasi (Model MTS — 01) dan kartu pemeriksaan.

MUTASI MASUK :

Pevsayaratan ;

B = O Ln e o b

Melengkapi formulir permohonan.

Foto copy STNKE / tanda pelunasan pajak

Foto copy buku uji bagi yang telah melaksanakan it berkala. .

Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi

Bukti pembayaran yang diperlukan

Gesekan nomor mesin, rangka dan nomor uji

Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan Badan Usaha / Instansi

Surat kuasa vang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji
kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Surat keterangan mutasi dari daerah azal kendaraan dan kartu pemeriksaan.

Prosedus :

Lt Lol o
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Mengisi formulir permohonan uji

Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.

Mendaftarkan pntuk mendapatkan penetapan waktu pelaksanaan nji dengan melampirkan

persyaratan yang ditentukan.

Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

Melapor kepada petugas pelayanan vji dan menyerahkan bukn nji

Mengikuti tatacara pengujian kendaraan bermontor.

Penetapan hasil uj1.

Bagi yang Inlus uji :

a. Membayar biaya administrasi penetapan lulus uji, tanda uji, tanda samping dan buku
ujt

b. Pemberian tanda samping.
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c. Pengecatan tanda — tanda yang diwajibkan bagi angkutan penumpang sminm
d. Pemasangan tanda uji.
e. Mendapatkan buku ujt.
9. Bagi yang tidak lulus v
Diberi surat pernyataan tidak lulus uji (Model TL-01)
a Bagi yang menyetujui keputusan penguji -
* . Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling iama 2 kali 24 jam (tidak
termasuk hari libur pelayanan uji);
* Membawa kendaraan untuk uji ulang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan
tidak diperlakukan sebagai pemohon baru ;
b Bagi yang tidak menyetujui:
* Dapat mengajukan keberatan dengan permohonan secara tertulis kepada kepala
Dinas / pejabat yang ditunjuk
* Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertuliz { Model
TL-02)
- Apabila permohonan keberatan diterima, dilakukan pemeriksaan ulang oleh
penguji lain vang ditunjuk ;
- Apabila permohonan keberatan ditolak atau hasil pemeriksaan vlang tetap
dinyatakan tidak lulus, pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan tidak dapat
| lagt mengajukan keberatan. |

—_

BUPATI MAGETAN
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IAMPIRAN VI : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR - 47 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 Oktober 2004

PERSYARATAN DAN PROSEDUR NUMPANG UJI

Keteninan : A
PP 44 Tahun 1993 Pazal 164
Perda 27 /2002 Pasal 22, Pazal 9 ayat 1 huruf i

I. NUMPANG UJI KELUAR :
Persyaratan
1. Melengkapi formulir permohonan.
2. Foto copy buku uji.
3. Foto copy Fiskal atau STNKE / tanda pelunasan pajak
4. Bukti pembayaran yang diperiukan bila ada.
5. Foto copy jati diri atau surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi
6. Surat kuasa yang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji
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kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

Proseduy :

Lt P ot

e

Mengizi formulir permohonan.

Membayar biaya numpang uji keluar dan tambahan bila ada.

Menyerahkan formulir permohonan dengan dilengkapi persyaratan vang ditentukan kepada
petugas loket vang ditunjuk.

Mendapatkan surat keterangan numpang uji (Model NPU - 01).

NUMPANG UJI MASUK .

Persavaraian :

R Y

Melengkapi formulir permohonan uji

Surat keterangan numpang uji dari daerah asal kendaraan (Model NPU — 01)

Bukt: pembayaran vji berkala

Foto copy jati diri atan surat keterangan kepemilikan Badan Usaha / Instansi

Foto copy STNEB / tanda pelunasan pajak

Gesekan nomor mesin, rangka dan nomor uji

Surat penunjukan / tugas untuk kendaraan Badan Usaha/ Instansi

Surat kuasa vang bermaterai cukup untuk kendaraan perorangan jika pengurusan uji
kendaraan dilakukan oleh bukan pemilik.

—_—_—
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Prosedns :

Mengisi formulir petm ohonan uji

Membayar biaya pendaftaran dan biaya tambahan bila ada.

Mendaftarkan untuk mendapatkan penstapan waktn pelaksanaan uji dengan melampirkan

persyvaratan yang ditentukan.

Membawa kendaraan ke Dinas / UPTD PKE.

Melapor kepada petugas pelayanan uji dan menyerahkan buku uj

Mengikuti tatacara pengujian kendaraan bermontor.

Penetapan hasil uji.

Bagi yang lulus nji

a. Membayar biaya administrasi penetapan lulns uji

b. Pemberian tanda samping.

c. Pengecatan tanda -tanda yang diwajibkan bagi kendaraan angkutan penumnpang
umum
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d. Pemaszangan tanda up
e. Mendapatkan buku uji.
f. Mengirimkan hasil uji unit ke pnit pelakzanaan uji asal (Model NPU-02)
9. Bagi yang tidak Inlus uji.
Diberi surat keterangan tidak lulus uji (Model TL-01)
a. Bac'i yang menyetujui keputusan penguji
‘Diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan paling lama 2 X 24 jam (tidak
termasuk hart libur pelayanan uji) ;
Membawa kendaraan untuk uji vlang pada waktu dan tempat yang ditetapkan dan
tidak diberlakukan sebaga pemohon baru |
b Bagi vang tidak menyetujui:
o Dapat mengajukan keberafan dengan permohonan secara fertulis kepada Eepala
Dinas / pejabat yang ditunjuk ;
* Kepala Dinas / pejabat yang ditunjuk memberi jawaban secara tertuliz { Model
TL-023
- Apabila permohonan keberatan diferima, dilakukan pemernksaan vlang oleh
penguji lain vang ditunjuk ;
- Apabila permohonan keberatan ditolak atan hasil pemeriksaan ulang tetap
dinyatakan tidak hnlus uji, pemilik / pemegang / pengusaha kendaraan tidak
dapat lagt mengajukan keberatan_ |

BUPATI MAGETAN
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LAMPIRAN VII : KEPUTUSAN BUPATIMAGETAN
NOMOK - 47 TAHUN 2004
TANGGAL : 29 Oktober 2004

PERSYARATAN DAN PROSEDUR RFPARASI DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN
MILIK NEGARA

1. KEPARASI

Peysayaratan
1. Surat permohonan reparasi pemeriksaan kendaraan secara tertulis dan instansi vang
berzangkutan.

2. Foto copy STNEBE atau tanda pelunazan pajak.

3. Foto copy buku uji atau surat keterangan lapor rusak (apabila kendaraan wajib uji).
4. Melengkapi formulir permohonan.

5. Tanda bukti pembayaran biaya tambahan keterlambatan i bila ada.

6. Lampiran surat permohonan reparasi ( Model PRB - 01)

7. Surat pernyataan hasil pembetulan reparasi oleh bengkel tertunjuk (Model PRE - 03)
Prosedur :

1. Menyampaikan zurat permohonan reparasi kendaraan secara tertulis dari instansi yang
bersangkutan serta dilampiri bagian-bagian yang akan direparasi (Model PRB - 01) kepada
hepala Dinas / pejabat yang ditunjuk.

2. Mengisi dan menyerahkan permohonan dengan melampirkan persyaratan yang ditentukan
kepada petugas yang ditunjuk

3. Mendapatkan surat keterangan penetapan rencana bac'xan yang perin dlreparaﬂ
berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian kerusakan dilakukan oleh Dinas / UPTD
PKB (Model PRE - 02)

4. Menyerahkan surat pernyataan hasil pembetulan reparagi oleh bengkel tertunjuk (Model
PRE - 03} kepada Kepala Dinas

5. Mendapat surat keterangan telah dilakukan reparasi (Model PRB-04)

II. PENGHAPUSAN

Ketentnan

- Keputuzan Menhub No. KM 76 Tahun 1991 Tanggal 15 Oktober 1991

- Keputnszan Mendagri dan Otoda Nomor 11 Tahun 2001 Pasal 22, 23, 24, 25, 26,27, dan
28

Peysayasratan :

1. Sorat petmohonan pemer tkzaan secara tertulis dari instansi yang bersangkutan.

2. Foto copy STNKE / tanda pelunasan pajak / BPKR / surat Keputusan Pengadilan Neger:
bagi kendaraan vang memeriukan

Melengkapi formulir permohonan.

Hasil pemerikzaan teknis (Model PHP - 01)

Surat keterangan dari pengusaha bagi kendaraan wajib uj yang tidak dioperasikan / rusak.

L e Ll

Prosedns :

1. Menyampaikan surat permohonan pemerik=aan kendaraan zecara tertulis dari Instansi vang
bersangkutan kepada Kepala Dinas dan melampirkan data — data kendaraan yang akan
dihapus.

2. Jawaban Kepala Dinas kepada Instansi pemohon pntuk dilakukan pemeriksaan tekniz
dimana kendaraan berada.
3. Pemeriksaan dan penelitian teknis dilakukan oleh Dinas / UPTD PKEB

4. Mendapatkan surat keterangan hasil penilian teknis (Model PHP - 02)

RUPATI MAGETAN
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